
PERATURAN BUPATI GAYO I,UES
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

ArrccARAN pEN DApArAr ;?Tr"#fffii KAB upArEN GAyo LuEs
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

'Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 eanun Kabupaten Gayo Lues
Nomor 1 Tahun 2O1S tentang Anggaran pendapalan dan Belanja
Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Gayo Lues tentang penjabaran Anggaran
l:T9rO-Tl" 

dan Bclanja Kabuparcn Gayo Lues Tuhrn An;;; ; ; ;'24 tJ sdbagai Iandasan operasional pelaksanaan ApBI( Ta.hun
Anggaran 20 l5;

Mengingat :  1 .  undang-undang Nomor 1 2 Tahun 19g5 tenta.ng pajak Burni dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik rndonlsia Tahun r9B5Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

l l : : : :  
3312 sebagaimana telah diubah- dengan Undang_undang

l\omor 12 Tahun i994 Lembaran Negara 
-Republik 

IndonesiaTahun 1994, Nomor 62 Tambahan Leirbaran 
.*;;;; 

RepublikIndonesia Nomor 3569);

2. Undang_Undang Nomor 28 Tahun i999 tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, rcotusi ain Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia 

' fr f-r"" 
lpOO Nomor 75Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Ntmor  3S5 l ) ;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO2 tentang pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, KabupatenAceh Ja1,a, Kabupaten Nagan Raya au" ft"U"frt.n ncen diprovinsi Nanggroe Aceh Darirssalam (Lembara; N;;;;; Republik

- Indonesia Tahun 2OO2 Nomor i7, Tambahar, f_"--bl*r,  NegaraRepub l ik  lndones ia  Nomor  4  179) ,
4. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2003 fromor 47,Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Norno. +ZSO1;
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004, tentang perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia f inun ZOO+ Nomor5, Tambahan Lembaran Negaia Repubjik Indonesia Nomor 4355);
6 .  Undang,Undang Nomor  l5  Tahun 2OO4 ten tang pemenksa.anpengelolaan dan Tanggungjawab Kcuangan N;g;.;  

- iLernba.un

Negara  Repub l ik  Indones i i  Tahun 2004 Nomor  55 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44OO);

7. L'ndang-irn aung 4\ f,



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2C)04 Nomor I 04, Tambahan Lembaran Negara
Repub l ik  Indones ia  Nomor  442 i ) ;

B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republi l< Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repr-rbl ik Indonesia.
Nomor  5049) ;

Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2011 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indones ia  Tahun 20  I  I  Nomor  82 ,  Tambal ran  Lembaran )Jegara
Republik lndonesia Nomor 5234);

12. U|,dang-Unda.ng Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa (Lembaran
Negara  Repub l ik  lndones ia  Tahr - rn  2014 Nomor  7 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13 .  Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2014 ten tang Pemer in tahan
Daerah (Lembaran NeguLra Republik lndonesia- Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Penggant i  Undang-Undang Nomor  2  Tahun 20 l4  tcn tang
Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun 2014 te r l ta r lg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndones ia  Nomor  5589) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah
(Lembaran f. legara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Ne gara Republik lndonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor
1 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4  139) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retr ibusi
Daerah (Lembara.n Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a 139) :

17. Peraturan. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga
kal i  diubah, terakhir 

'dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 1

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota D PRD (Lembaran Negara

10.



Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara  Repub l ik  Indones ia  Nomor  47  12) ;

18 .  Pera turan  Pcmer in tah  Nomor  2 i  Ta l run  2OO5 ten tang Penge lo laan
Kcuangan Badan l .ayanan Umum (Lembaran Negara  Repub i ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambaharr Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Pera turan  Pemer in tah  Nornor  74  Tahun 2Ol2  ten tang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan l{euangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 2012 Nomoq 171,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
p e r i r n h a n o a n  / r  e r n h 2 ; 2 n  N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  T a h u n  2 0 0 5
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor  4575) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
InConesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Ini lonesia
Tahun 2OO5 Nomor  I  I  O,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik
Indones ia  Nomor  5  155) :

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 .tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 45781:

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal
(Legrbaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150,
Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan Can Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara  Repub l ik  lndones ia  4614) ;

25. Peraturan Pernerintah Repubtik Indonesia Nomor 3 Tahun 2OO7
Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepaia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lnformasi
Penyelenggaraan Pemcrintah Kepada MasvarakaL {Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor ]9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

.E r1,.-- ' . .  
/4;^ .



27.

29.

26.

28.

30.

31.

32.

34.

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerinlahan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
InCones ia  Nomor  5165) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 1 1 Tentang Pinjaman
Daerah (Lerrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Repnblik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 20 l2 Tentang Hibah
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones ia  Nornor  5533) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 14 Tentang Dana Desa
yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja".Negara
(Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 20  14  Nombr  l68 ,
Tambahan Lembaran Negara Republi l< lndonesia Nomor 5558);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasz,i  Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kal i
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 20 12
tentang Perubahan l(edua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor I 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor i3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pcnge lo laa  n  Keuangan Daerah,  sebagz i imana t  e lah
beberapa kal i  diubah terakhir dengan Peraluran Menteri  Dalam
Neger i  Nomor  2 l  Tahun 20  11  ten tang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Ncgara Repu bl ik
Indones ia  Tat run  20L i  Nomor  3 IO) ;

Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  Dalam
Nege r i  Nomor  32  Tahun 20  1  I  ten tang Pedoman Pember ian  H ibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor  540) ;

Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20 14 tentang
Pembentukar r  Produk  Hukum Daerah (Ber i ta  Negara  Rcpub i ik
lndones ia  Tahun 20  I4  Nomor  32 . | :

33.

a4,t1^" .
. . . . . . . . . / u rL

35.

36. Peraturan Menteri



36.

37.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik indonesia Tahun
20 14 Nomor 680);

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun
9 O 1 ?  t c n f a n o  P e n r l r e h a n  A t a c  O q n r r n  I t a h r r n a r e n  f i a r r a  T  r r e c

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013
Nomor 57) ;

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2Oi5 tentang
Anggaran Pendapatan dan Beianja Kabupaten Gayo Lues Tahun
anggarar 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues
Nomor 72).

38 .

MEMUTUSKAN:

BUPATI GAYO LUES TENTANG PENJABARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO
ANGGARAN 2015

Rp 28.347.657 .964, -
Rp 516.327.340.8s3, -
Rp 256.876.952.39 1,64

Rp 801.551.951.208,64

Rp 191.925.  135.344,-
o-
o-

Rp 18.405.000.000,-
Rp 12.720.000.000, -
. t | . 0, -
Rp 44.47O.655.028, -
Rp  6 .  150 .594 .489 , -

273.671.384.86r , -

Rp 47.829.272.500,-
Rp 207.1 10.728. I90, -
Rp2B 1.406.862.719,-

Rp
R n^ ' r

R n

P n

l R n

3.

< 1 4  1 . L A  q n ?  A n O  _

810.018.188.270, -
8.466.237 .461 ,36J

vemaiayan.k..lurit

I\f,enetapkan : PERATURAN
ANGGARAN
LUES TAHUN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 terdir i  atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah

r -  T  a i n - l a i n  n c n d ' | n a f ^ -  , . ^ - ^  - ^ Lra r r  r  PL r ruaPd .La l r  Jd r  rB  oa t  r

Jumlah pendapatan

2.  Be lan ja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) BeJanj a Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Bantuan Keuangan
8) Belanja Bantuan Tidak Terduga

b. Belanja Langsung

1)  Be lan ia  Pep:war
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Junrlah Belanja
Surplus/ (Defisit)



Jumlah Pembiayaan Netto RP

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaral Tahun berkenaan Rp

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan
h  P e n s e l r  r a r a n

Diundangkan di Blangkejeren
Pada  Tansga l  ) ) .  .Tan r ra r i  2015  M

3 Rabiul Akhir 1436 H

SEKRET

RpI l  .466.237.06  I  ,36
Rp 3 .000.000.000. -

Pada T

8.466.237.06 r ,36

0, -

d i  R la  n  o l re ie ren

al 22 Januari 2015 M

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Pelaturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud
Pasal 1 dir inci lebih lanjut dalam Lampiran II ,  Lampiran II I  dan Lampiran TV
Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut APBK dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
&agian yang tidak terpisahkan dari peraturan Br-rpati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBK ini yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-ltndangan

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang menge'rahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati
ini  daiam Berita Daerah.

Ditetap

3 Rabiul Akhir i4Q6 H

\"oto 
LUE'/

KABUPATEN GAYO LUES,

DJASBI

wq/

.u! t-->.t (

\o-\
\ \ *

BERITA D ATEN CAYO LUES TAHUN 2015 NOMOR 193
&ra-


